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MOTTO 

Tetapi seperti ada tertulis. “Apa yang tidak pernah dilihat 

oleh mata, dan tidak terdengar oleh telinga, dan yang tidak 

pernah timbul di dalam hati manusia: semua disediakan 

Allah untuk mereka yang mengasihi Dia”. 

( 1 Korintus 2, Ayat 9 )  

An adventure soul Is the soul of freedom 

(Qoute oF Adventure) 

Mimpi tidak akan berguna jika tidak ada perjuangan dan 

pengorbanan. 

(The Pirates Of The Caribbean) 

Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di 

kepompong wacana karena diam takkan jawab pertanyaan 

tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau piker, kau bilang, 

kau lakukan. 

( Metamorfosa kata, Gede robi ) 

Apapun pilihan yang kau ambil maka kau harus siap 

menanggung resikonya karena kau ada untuk selalu siap 

(Penulis) 
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INTISARI 

Implementasi dan Pertanggungjawaban yang belum begitu maksimal, pemerintah 

pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa 

namun dalam kenyataan yg terjadi di lapangan, dana desa tidak semua dimanfaatkan 

kepentingan masyarakat di desa, adanya penyalahgunaan dana desa yang terjadi di dalam 

implementasinya, oleh karena itu penulis ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi 

dan pertanggungjawaban dana desa di desa wonokerto, kecamatan turi, kabupaten 

sleman, daerah istimewa yogyakarta. 

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Obyek penelitian 

adalah Implemetasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, kecamatan 

turi, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta. Subyek penelitian kepala desa, 

perangkat desa, RT, BPD, LPMD, masyarakat desa. Teknik analisis data menggunakan 

analisis data Kualitatif dengan langkah pertama reduksi data, menyusun dalam satuan, 

pemeriksaan dan keabsahan data, tahap terakhir menafsirkan data. 

Perencanaan penggunaan dana desa di Desa Wonokerto dimulai dari musyawarah 

dusun kemudian musyawarah desa dibawa ke musrembangdes namun dalam perencanaan 

penggunaan dana desa ada kendala yaitu masa peralihan dalam prosedur tata kelola 

pemerintahan dan masyarakat belum terbiasa melihat prioritas yang menjadi kebutuhan. 

Penggunaan Dana Desa di Desa Wonokerto menyesuaikan program dari masyarakat 

namun dalam Penggunaan Dana Desa ada kendala seperti kurangya inovasi dari 

pemerintah desa untuk mengelola potensi-potensi yang ada di desa dimana selama ini 

hanya terfokus pada pembangunan fisik. Pengawasan penggunaan dana desa dari 

berbagai pihak seperti Inspektorat, KPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian,masyarakat serta 

dan BPD serta dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan  BPD ada 

beberapa masalah tetapi hanya indikasi tidak menemukan bukti secara fakta dan BPD 

tidak meneliti lebih lanjut. Pelaporan penggunaan dana desa dilaporkan melalui papan 

informasi di kantor desa dan kendala dalam pelaporan penggunaan Dana Desa tidak 

pahamnya masyarakat mengenai laporan penggunaan dana desa. 

 

 

Kata Kunci : Dana Desa, Implentasi, Pertanggungjawaban 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan 

kolot. Namun  sebenarnya Desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. 

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama 

Desa sampai saat ini dalam pembangunannya masih dianggap seperempat mata oleh 

Pemerintah. 

 Dalam perpektif sosiologis, Desa adalah komunitas yang menempati wilayah 

tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak, 

homogen, dan banyak tergantung pada alam. 

Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan 

dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna 

meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 

tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola 

Pemerintahan Desa. Desa-Desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan 

baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola Pemerintahannya. Pada hakikatnya 

UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada Desa di 

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan Kemasyarakatan Pesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.  
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Kebijakan tata kelola Desa yang dimuat dalam UU Desa yang baru ini dianggap 

sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi 

anggaran yang besar kepada Desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran Desa 

dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala Desa 

beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh 

masyarakat Desa. 

Desentralisasi fiskal ke Desa akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada 

Desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk 

memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa. UU Desa 

juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap Desa akan menerima dana dari 

Pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas 

jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran Desa dan sumber pendapat Desa terdiri 

dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bagian dari Hasil 

PDRD Kab/kota, Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi dan APBD Kab/Kota, Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta, Lain-Lain 

Pendapatan Desa yang Sah. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi 
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pengaklokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario 

awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program Pemerintah yang dulunya 

disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan 

beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-

program yang sebenarnya dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota 

mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan jumlah 

penduduk (30%), luas  wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan 

tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. 

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran 

alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh 

perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. 

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar 

untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 

triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 

2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar 

Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata 

setiap Desa sebesar Rp800 juta. 

Namun dalam kenyataan yg terjadi di lapangan, Dana Desa tidak semua 

dimanfaatkan kepentingan masyarakat di Desa seperti salah satu kasus terdakwa seorang 
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kepala Desa (Kades) asal Kab Rokan Hilir (Rohil) Riau dituntut 5 tahun penjara karena 

sudah menggelapkan Dana Desa, Dana Desa yang semestinya diperuntukkan 

pembangunan Desa, ternyata ditilep terdakwa. Tidak satupun proyek fisik yang dibangun 

di Desa tersebut. Terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang seharusnya disetorkan ke 

kas negara. Sebagaimana diketahui, terdakwa Jumadi merupakan Kades di Labuhan 

Tangga Kec Bangko, Kab Rohil. Terdakwa terlibat kasus korupsi Dana Desa sebesar Rp 

399 juta dalam anggaran APBD Rohil tahun 2015 lalu. Dalam sidang ini, jaksa menuntut 

5 tahun penjara. Serta denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan. Selain itu 

menghukum terdakwa Jumadi untuk membayar uang pengganti Rp 399 juta. Apabila 

terdakwa tidak membayar uang pengganti selama putusan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap maka harta bendanya disita Negara dan harta bendanya tidak mencukupi 

diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun, kata JPU, Odit Megonondo dalam 

tuntutannya. ( DetikNews Selasa (28/11/2017) 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes 

PDTT), Eko Putro Sandjojo mengakui adanya penyalahgunaan tersebut. Misalnya, pada 

2016, Kemendes PDTT telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait Dana Desa 

sebanyak 932 pengaduan. Sebanyak 200 laporan di antaranya diserahkan kepada KPK, 

sedangkan 167 diserahkan kepada kepolisian, dan sisanya merupakan permasalahan 

administrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Sementara 

untuk tahun 2017, kata Eko, Satgas Dana Desa telah menerima laporan pengaduan 

sebanyak 300 dan pihaknya terus memantaunya. Namun, katanya, permasalahan yang 

terjadi dalam pengelolaan Dana Desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan 

dengan jumlah penerima anggaran Dana Desa yang mencapai 74.910 Desa. 
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Penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa banyak terjadi, 

salah satunya karena Pemerintah Desa sebagai pengelola Dana Desa belum paham 

bagaimana penggunaan serta pelaporannya padahal semua itu sudah dimuat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang penggunaan yang menyebutkan 

bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan, 

pembangunan, pemeberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta pasal 2 yang 

berbunyi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.  Serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN Pasal 24 tentang Pelaporan menyebutkan bahwa : 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

bupati/walikota setiap semester 

2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan : 

a) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan 

b) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun amggaran 

berikutnya. 

3. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani 

Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait, dan 

gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 

4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

setiap tahun. 

 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN Pasal 19 jelas bagaiamana prioritas penggunaan Dana Desa agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam  pelaksanaannya dan Pasal 24 tentang pelaporan lebih 

menitikberatkan pada Pemerintah Desa yang mengelola Dana Desa bagaimana proses 
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pelaporannya harus jelas dan rinci agar tidak terjadi penyimpangaan dalam proses 

pelaksanaannya agar Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau secara 

akuntabel. 

Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2017 - Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa mempertegas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pada Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 10 

menyebutkan bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sesuai 

peraturan perundang-undangan. Maksudnya ialah kepala Desa merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan tentang mengelola Dana Desa baik 

penggunaan maupun pelaporan. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Desa diberi kewenangan penuh untuk mengelola dan mengatur proses penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Orang yang berperan 

penting dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa. Tetapi pada kenyataan saat ini, banyak 

kepala Desa dan perangkatnya belum memahami secara baik tentang pengelolaan Dana 

Desa sehingga perlu di lihat bagaimana implemetasi dan pertanggungjawaban dari Dana 

Desa tersebut, sehingga dalam implementasinya belum berjalan secara maksimal dalam 

menjawab permasalahan yang ada di Desa, begitu juga pertanggungjawabannya. Salah 

satunya disebabkan karena kurang kompetennya Pemerintah Desa yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterampilan, inovasi dan 

kreatifitas yang mumpuni. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja dari Pemerintah 

Desa yang kompeten, transparan dan akuntabilitas. 
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Alasan memilih judul ini, karena melihat bahwa dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN , sudah termuat bagaimana 

penggunaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban mengenai Dana Desa tetapi 

kenyataan ada beberapa kepala Desa dan perangkat Desa belum  memahami dengan baik 

makna dan tujuan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga 

dalam pelaksanaan kewenangan Desa untuk dalam mengelola proses pelaksanaan 

pembangunan Desa masih belum terlaksana dengan baik, mengingat banyaknya 

perangkat Desa yang belum memahami kewenangan dalam menjalankan roda 

Pemerintahan di Desa terutama dalam penggunaan Dana Desa, maka dari itu peneliti 

ingin melihat bagaimana implementasi dan pertanggungjawaban Dana Desa tersebut. 

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) 

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka Pemerintah Desa dituntut untuk 

mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh 

mana target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa 

dalam pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat 

transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh Pemerintah Desa 

dalam pemanfaatan Dana Desa. 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan di Desa Wonokerto, 

melalui observasi, yang dilakukan diketahui bahwa Desa tersebut terlihat sudah 
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mengelola Dana Desa diDesa wonokerto untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pembanguan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kondisi 

yang terjadi di lapangan dalam perencanaan sudah baik akan tetapi dalam penggunaan 

Dana Desa tersebut masih tidak sesuai dimana Pemerintah Desa menggunakan Dana 

Desa Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa 

namun tidak terfokus dengan pemberdayaan sehingga Dana Desa tersebut tidak sesuai 

dalam aturan penggunaan yang tertera di peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014, 

masyarakat tidak merasakan keseluruhan dari tujuan Dana Desa itu digunakan, begitu 

juga dengan pengawasan penggunaan Dana Desa, masyarakat kurang terlibat dalam 

mengawasi penggunaan Dana Desa padahal pentingnya peran masyarakat agar Dana 

Desa tepat sasaran dalam penggunaannya dan pelaporan penggunaan Dana Desa belum 

terlaksana dengan baik, masyarakat  belum mengetahui Dana Desa digunakan sesuai 

peraturan penggunaan Dana Desa . Melihat kejadian diatas membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti Implementasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, 

Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi 

dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten 

Sleman”. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut  : “ Bagaimana Implementasi dan Pertanggungjawaban 

Dana Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman “ ? 
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